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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

  Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data  yang berkaitan 

dalam pembahasan skripsi ini, maka dengan ini peneliti mebuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Upaya pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo belum 

efektif dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terutama pada upaya 

inspeksi upah minimum karena dalam hal ini Dinas Sosial Dan Tenaga 

kerja Provinsi Gorontalo belum memiliki data-data tentang perusahaan yang 

belum menerapkan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara 

itu Dinas social dan tenaga kerja tidak memberikan peringatan ataupun 

sangsi yang tegas kepada pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan 

seakan tidak peduli terhadap peraturan tentang upah minimum. Sehingga 

masih banyak para pekerja yang menerima upah yang di bawah standar upa 

minimum. Dalam hal ini Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja lebih 

memperhatikan dan melakukan pengawasan secara lebih efektif agar supaya 

peraturan tentang upah minimum dapat  di terapkan dengan baik dan benar. 

melakukan pekerjaan tidak sesuai. 
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2) Kendala-kendala yang di hadapi Dinas Sosial Dan Tenaga kerja Kota 

Gorontalo dalam melakukan pengawasan adalah tidak keterbukaan 

pengusaha dengan pegawai pengawsan ketenagakerjaan dan kurangnya 

pegawai pengawasan serta minimnya sarana prasarana yang di perlukan 

dalam hal untuk mengawasi. 

5.2 Saran 

 Untuk melengkapi skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti 

memberikan saran yaitu: 

1) Diharapakam kedapa Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo dalam 

pengawasan dan upaya-upaya melakukan pengawsan ketengakerjaan 

terhadap perusahaan agar lebih sering melakukan inspeksi lapangan tanpa 

menggunakan skala prioritas terhadap usaha-usaha kecil sebaiknya di sama 

ratakan anatar usaha-usaha keci, menengah, dan besar. Dalam hal ini juga di 

harapakan kepada Sosial Dan Tenaga Kerja kota Gorontalo agar memiliki 

data-data perusahaan yang belum mendaftarkan standar upah yang di 

gunakan  agar dapat melakukan pengawasan secara efektif. 

2) Dalam kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan 

Kota Gorontalo dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan seperti 

halnya kurangnya jumlah pengawas dan kurangnya SDM. Selain itu 

terbatasnya fasilitas Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja menyebabkan ketidak 

efektifan pengawasan di setiap perusahaan. Dengan demikian Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo dapat menjadi perhatian dari pemerintah 
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pusat agar di tambahnya pegawai pengawasan dan diberikannya fasilitas 

yang memadai di Kota supaya pengawasan Tenaga kerja di Kota Gorontalo 

dapat berjalan denga baik. 
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